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KATA PENGANTAR 
 

Sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan dalam rangka 
mewujudkan  Sistim Pemerintahan Yang Baik (Good Gouverment) adalah 
bagaimana upaya memenuhi kebutuhan,  aspirasi,  tujuan dan cita-cita yang 
diemban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam kaitan  inilah, 
maka   diperlukan   pengembangan   dan   penerapan   sistim   pertanggung 
jawaban yang tepat, jelas, legitimate dan transparan sehingga 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna 
serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). 

Salah satu wujud Good Gouverment adalah penyelenggaraan 
negara yang akuntabel. Konsep dasar akuntabilitas adalah klasifikasi, 
responsibilitas manajerial pada tiap-tiap tingkatan atau strata dalam 
organisasi yang bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan, 
melaksanakannya  dan  pada  akhirnya  akan dinilai  hasilnya  oleh  instansi 
yang berwenang. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah     (LKIP) Biro Kesejahteraan 
Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 ini memuat tujuan,   sasaran strategik, 
kebijakan,   program   yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi, 
strategik pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun 
kegagalan pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan program dan kebijakan 
yang telah ditetapkan dalam Rencana    Strategis (Renstra) Biro 
Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku. 

Kami   menyadari   sungguh   bahwa      Laporan   Kinerja   Instansi 
Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya menjawab semua permasalahan, 
karena tentu masih terdapat   kekurangan dan keterbatasan. Olehnya itu, 
saran dan kritik sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan LKIP 
ini dimasa yang akan datang. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kepemerintahaan yang baik, 

bersih dan berwibawa (Good Gouvermance dan Cling Gouvermant), maka diperlukan 

pengembangan  dan  penerapan  sistim  pertanggung jawaban yang jelas, tepat dan 

legitemate untuk mewujudkan   penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari 

unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Olehnya itu,  setiap Instansi Pemerintah 

berkewajiban  untuk  menyiapkan,  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  kinerja 

sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean 

gouverment) saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah 

untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  yang 

sampai dengan saat ini masih dianggap kurang memuaskan.  Dalam kaitan inilah, 

maka telah dikeluarkan TAP MPR Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas, maka diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna serta bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Sejalan dengan kebijakan otonomi  daerah beserta implementasinya, maka 

perlu dilakukan penyempurnaan sistim dan mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat  yang efektif, 

efisien dan rasional untuk menjawab tantangan pelayanan kepada masyarakat. 

Olehnya itu, seiring dengan adanya tuntutan reformasi birokrasi serta 

pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya sistim dan 

mekanisme pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan setiap 

akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Penyusunan Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)   ini dimaksudkan 

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam 

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan, keberhasilan serta kegagalan yang ditemui dalam pencapaian
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kinerjanya. Olehnya itu, setiap Instansi Pemerintah wajib untuk menyiapkan, menyusun 

dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. 

Melalui laporan kinerja pemerintah ini, akan dapat membantu : (1) menjadikan 

instansi pemerintah akuntabel; (2) menjadikan instansi pemerintah bekerja secara 

efisien, efektif, rasional dan responsive terhadap aspirasi masyarakat; (3) dapat 

mewujudkan   transparansi bagi instansi pemerintah; (4) mewujudkan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; (5) memelihara kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. 

Mengacu pada amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa Penyelenggara 

Sistim  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah     (SAKIP)  pada  Satuan  Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviuw dan evaluasi kinerja. Setiap 

Entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang 

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dikelola. 

Bertolak  dari  gambaran diatas, Biro Kesejahteraan  Rakyat   Setda Maluku dalam 

Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk 

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur. Guna mewujudkan 

visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 diperlukan strategi 

dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang 

ditetapkan mengacu kepada RPJM Provinsi Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Strategi 

dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di 

daerah. 

 
Adapun strategi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam mewujudkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran adalah : 

1. Bantuan beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi  

2. Penyelarasan informasi tentang Gerakan Reformasi Kesehatan 

3. Menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS melalui koordinasi dengan lembaga terkait 

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi 

5. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama 

6. Menyamakan presepsi rasa aman dan damai dalam masyarakat 

7. Penyelarasan informasi tentang perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi 

8. Koordinasi dalam rangka Validasi data kependudukan  
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Sedangkan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan: 

1. Memastikan masyarakat miskin lebih mudah mengakses layanan pendidikan terutama 

perguruan tinggi 

2. Kemampuan Masyarakat dalam mengimplementasikan lingkungan bersih dan sehat 

3. Kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS 

4. Perluasan cakupan bantuan hewan qurban bagi masyarakat  miskin   

5. Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai modal pelaksanaan 

pembangunan di daerah 

6. Meningkatkan partisipasi tokoh agama dan lembaga keumatan dalam menjaga 

keamanan bersama 

7. Memaksimalisasi factor budaya local guna menciptakan rasa aman dan damai dalam 

bermasyarakat 

8. Kepastian dan jaminan hukum bidang ketenakerjaan dan transmigrasi 

9. Kesadaran masyarakat  membantu meningkatkan kinerja pendataan penduduk 

 
Berkenaan dengan itu sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program 

dan kegiatan maka disusunlah LKIP  Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 

2021. 

 
 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi 
 

a.   Tugas Pokok 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan   Peraturan 
Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan 
Susunan  Organisasi  dan  tata  Kerja  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku,   maka Tugas Pokok 
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda   Maluku,  ”Membantu Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat dalam   pe ny ia pa n  pengkoordinasian perumusan 
kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental 
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar”.
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b. F u n g s i 
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Fungsi Biro 
 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku : 
 

a) Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; 

b) Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina 

mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat 

pelayanan dasar; 

c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat 

non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan 

d )  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten pemer in tahan  dan  

    Kesejahteraan rakya t .  

 

c. Susunan Organisasi 
 

Secara struktural Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku terdiri dari : 
 

a) Kepala Biro 
 

b) Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas: 
 

1)    Sub Bagian Tata Usaha; 
 

2)    Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan 
 

3)    Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual. 
 

c) Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar, terdiri dari: 
 

1)  Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I; 
 

2)  Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II; dan   

3)   Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III; 

 

d) Bagian  Kesejahteraan Pelayanan Dasar, terdiri dari : 
 

1)  Sub Bagian Kesehatan dan Sosial; dan  
 

2)  Sub Bagian Pendidikan. 
 

Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 

berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan dan Inspektorat Provinsi Maluku
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Gambar 1. 

 
STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT   

SETDA MALUKU 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Adapun  Uraian  tugas  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Setda  Maluku  sesuai  Peraturan 
 

Gubernur Maluku No 29 Tahun 2017 adalah sebagai berikut. 
 

1.   Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, 
 

mempunyai tugas membantu Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

dalam menetapkan dan menyelenggarakan penyiapan pengkoordinasian perumusan  

kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat 

non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. 

Uraian Tugas sebagaimana di maksud sebagai berikut: 
 

a. Menetapkan program kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi 

Maluku Berdasarkan rencana strategis  Biro Kesejahteraan Rakyat  Setda    Maluku  

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  dilingkup  Biro  Kesejahteraan  Rakyat 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target 

kerja tercapai sesuai rencana;

KEPALA BIRO 

KABAG  

BINA MENTAL 

SPIRITUAL 

KABAG 

KESEJAHTERAAN NON 

PELAYANAN DASAR 

KABAG 

KESEJAHTERAAN 

PELAYANAN DASAR 

 

SUB. BAG  

TATAUSAHA 

SUB. BAG  

SARANA DAN 

PRASARANA SPIRITUAL 

SUB BAG 

KELEMBAGAAN BINA 

SPIRITUAL 

SUB. BAG  

KESEJAHTERAAN NON 

PELAYANAN DASAR I 

SUB. BAG  

KESEJAHTERAAN NON 

PELAYANAN DASAR II 

 

SUB BAG 

KESEJAHTERAAN NON 

PELAYANAN DASAR III 

 

SUB. BAG  

KESEHATAN DAN 

SOSIAL 

SUB. BAG  

PENDIDIKAN  
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c. Membina   bawahan   di   lingkungan   Biro  Kesejahteraan   Rakyat   dengan   cara 

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja 

yang diharapkan; 

d. Mengarahkan  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkungan  Biro  Kesejahteraan 

Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta 

ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menetapkan penyiapan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang bina mental 

spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan 

dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Menetapkan penyiapan pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas 

Perangkat di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, 

kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Menetapkan pelaksanaan program layanan ketatausahaan Biro Kesejahteraan 

Rakyat    sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. Menetapkan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanakan   kebijakan daerah 

di bidang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat 

non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i.  Mengawasi penyelenggaraan layanan ketatausahaan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Setda Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas 

satuan kerja dilingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku; 

j.  Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkungan  Biro  Kesejahteraan 

Rakyat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai 

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

l.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas.
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2.   Bagian Bina Mental Spiritual 
 

Bagian Bina Mental Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, penkoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan; 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana operasional Bagian Bina Mental Spiritual berdasarkan program 

kerja Biro Kesejahteraan Rakyat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bagian Bina Mental Spiritual  

sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang di tetapkan agar tugas yang di berikan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bagian Bina Mental Spiritual sesuai 

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. Menyelia  pelaksanaan  tugas  bawahan  di lingkup Bagian Bina Mental Spiritual 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai 

target kinerja yang diharapkan; 

e. Merumuskan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan   kebijakan daerah  di 

bidang t a t a  u s a h a ,  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  s p i r i t u a l ,  k e l e m b a g a a n  

b i n a  s p i r i t u a l  sesuai ketentuan yang berlaku u n t u k  k e l a n c a r a n  

pelaksanaan tugas; 

f. Merumuskan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang t a t a  u s a h a ,  s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a  s p i r i t u a l ,  

k e l e m b a g a a n  b i n a  s p i r i t u a l  sesuai ketentuan yang berlaku u n t u k  

k e l a n c a r a n  pelaksanaan tugas; 

g.   Merumuskan penyelenggaraan layanan ketatausahaan, pembinaan organisasi, 

      ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat; 

h. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas bawahan dil ingkup bagian bina mental 

spir itual dengan cara membandingkan antara rencana operasional 

dengan tugas-tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 
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i.  Melaporan hasi l  pelaksanaan tugas Bagian bina mental  spir i tual  sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja;dan 

l.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
3.   Sub bagian Tata Usaha  

 

Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, 

melakukan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan  dan umum, melakukan 

pengumpulan, pengkajian dan pengolahan bahan kajian teknis di bidang tata usaha 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk  mencapai target kinerja yang optimal. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan 

rencana operasional Bagian Keagamaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing- 

masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha 

Biro sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang di berikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. Menyusun    bahan    pembinaan    kepegawaian,    organisasi    dan    tatalaksana, 
 

pengembangan sumber daya aparatur dan perencanaan diklat di lingkup Biro 

Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan 

organisasi ke depan; 

f.  Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan 

dan aset di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Mengelola   urusan   rumah   tangga,   informasi   dan   dokumentasi,   administrasi, 

perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, inventarisasi perlengkapan, fasilitas 

kantor dan pemeliharaannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkup Biro 

Kesejahteraan   Rakyat   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   untuk   kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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h. Menyusun dokumen perencanaan (Renstra/RKPD/Renja), SAKIP, LKPJ dan LPPD 

Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk 

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas; 

i.  Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan pada Sub Bagian Tata Usaha 
 

Biro sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 

j.  Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Biro 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

di masa mendatang; 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

l.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 
4. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual 

 

Sub Bagian Sarana dan Prasana Spiritual pada Bagian Bina Mental Spiritual Biro 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku mempunyai tugas menyusun data, bahan 

perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta 

melakukan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana spiritual sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut; 
 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sarana dan prasarana spiritual berdasarkan 

rencana operasional bagian Keagamaan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian sarana dan 

prasarana Spiritual; 

c. Membimbing  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  sarana dan 

prasarana Spiritual sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian sarana dan prasarana  

Spiritual sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Sub  Bag ian  sa rana  dan  

p rasa rana  Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan bantuan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan bantuan di Sub Bagian Sarana dan prasarana Spiritual 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi di sub bagian sarana dan prasarana 

Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian s a r a n a  d a n  

p r a s a r a n a   Spiritual sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i.  Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan di  lingkup  Sub  Bagian  sarana dan 

prasarana Spiritual dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di Sub Bagian sarana dan  

p rasarana  Spiritual sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 
   5. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual 

 

Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual pada Bagian Bina Mental Spiritual Biro 

kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun 

program dan melaksanakan kegiatan di sub bidang kelembagaan Bina spiritual sesuai 

ketentuan yang berlaku   untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

Uraian Tugas sebagimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual 

berdasarkan rencana operasional Bagian Bina Mental Spiritual sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing- 

masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan Bina 

Spiritual; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kelembagaan Bina 

Spiritual sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan 

tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
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e. Menyiapkan   bahan   perumusan   kebijakan   di   Sub Bagian Kelembagaan Bina 

Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f.  Menyiapkan   bahan   koordinasi   pelaksanaan   bantuan   di   Sub bidang  

Kelembagaan Bina Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di  sub bidang  Kelembagaan 

Bina Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkuip Sub bagian Kelembagaan 

Bina Spiritual dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa yang mendatang; 

i.  Membuat  laporan  hasil  pelaksanaan  tugas  di  Sub  Bagian  K e l e m b a g a a n  

S p i r i t u a l  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencara kegiatan mendatang; dan 

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis; 

 
  6. Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar 

 

Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  

Sekretariat  Daerah  Provinsi  Maluku  mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di sub bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan 

dasar I, sub bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, sub bidang 

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan 

Dasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut; 
 

a. Menyusun rencana operasional di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar 

berdasarkan program  kerja  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  serta  petunjuk  pimpinan  

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan 

Dasar sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang 

diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 
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c.  Memberi  petunjuk  kepada  bawahan  di  lingkup  Bagian  Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d.  Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian Kese jah te raan  Non  

Pe layanan  Da sa r  secara  berkala  sesuai  dengan  peraturan  dan  prosedur  

yang  berlaku  untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e.  Menyusun rumusan kebijakan di sub bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan 

dasar I, sub bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, sub bidang 

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III  sesuai  dengan  prosedur  dan  

ketentuan  yang  berlaku  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f.  Mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan  petunjuk  pelaksanaan  di sub 

bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, sub bidang kesejahteraan 

rakyat non pelayanan dasar II, sub bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan 

dasar III sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

g.  Melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar dengan SKPD dan Instansi teknis terkait sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h.  Mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan di Bidang Kesejahteraan Non Pelayanan 

Dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i.  Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

bantuan di Bidang Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. Mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   bawahan   di   lingkup   Bidang   

Kese jah te raan  Non  Pe layanan  Dasar  dengan   cara   membadinglkan   

antara   rencana   operasioanal dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; 

k.  Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  Bagian  Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar  sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

l.  Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 
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  7. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I 
 

Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I pada Bagian Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku 

mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk 

pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar I sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana  kegiatan Sub  Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I , b e r d a s a r k a n  r e n c a n a  operasional Bagian 

Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesejahteraan 

non pelayanan dasar I; 

c. Membimbing  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar I  sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian K e s e j a h t e r a a n  

n o n  p e l a y a n a n  d a s a r  I sesuai dengan prosedur dan peraturan   yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di sub bidang k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s r  I sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja dilingkup Biro maupun instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kesejahteraan non 

pelayanan dasar I sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di sub  bidang    kesejahteraan non 

pelayanan dasar I sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian kesejahteraan non 

pelayanan dasar I sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar I, dengan cara mengidentivikasi   hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 
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j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang ; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 
  8. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II 

 

Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II pada Bagian Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku 

mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk 

pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar II sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana  kegiatan Sub  Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I , b e r d a s a r k a n  r e n c a n a  operasional 

Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesejahteraan 

non pelayanan dasar II; 

c. Membimbing  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar II  sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian K e s e j a h t e r a a n  

n o n  p e l a y a n a n  d a s a r  I I , sesuai dengan prosedur dan peraturan   yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di sub bidang k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I ,  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja dilingkup Biro maupun instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kesejahteraan non 

pelayanan dasar II sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di sub  bidang    kesejahteraan non 

pelayanan dasar II sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian kesejahteraan non 

pelayanan dasar II  sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar II, dengan cara mengidentivikasi   hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang ; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 
  9. Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III 

 

Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III pada Bagian Kesejahteraan Non 

Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku 

mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk 

pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar III sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun rencana  kegiatan Sub  Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I I , b e r d a s a r k a n  r e n c a n a  operasional 

Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesejahteraan 

non pelayanan dasar III; 

c. Membimbing  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar III sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian K e s e j a h t e r a a n  

n o n  p e l a y a n a n  d a s a r  I I I ,  sesuai dengan prosedur dan peraturan   

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
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e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di sub bidang k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I I ,  sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja dilingkup Biro maupun instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kesejahteraan non 

pelayanan dasar III, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di sub  bidang    kesejahteraan non 

pelayanan dasar III sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun data, informasi dan dokumentasi di Sub Bagian kesejahteraan non 

pelayanan dasar I I I sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan di  lingkup  Sub  Bagian  

kesejahteraan non pelayanan dasar III, dengan cara mengidentivikasi   hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian k e s e j a h t e r a a n  n o n  

p e l a y a n a n  d a s a r  I I I  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang ; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

  
10 .  Bagian Kesejahteraan Pelayanan Dasar, 
 

Bagian Kesejahteraan Pelayanan Dasar pada  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  

Daerah  Provinsi  Maluku  mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan 

rakyat pelayanan dasar Kesehatan dan social, serta Pendidikan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

Uraian tugas sebagaimana di maksud sebagai berikut : 
 

a.  Menyusun Rencana Operasional Bagian Kesejahteraan pelayanan Dasar 

berdasarkan Program Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Serta Petunjuk Pimpinan 

Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas; 

b. Mendistribusikan  Tugas  Kepada  Bawahan  Di  Bagian  Kesejahteraan pelayanan 

dasar Sesuai Tugas Pokok Dan Tanggung Jawab Yang Ditetapkan Agar Tugas 

Yang Diberikan Dapat Berjalan Secara Efektif Dan Efisien; 
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c.   Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Di Lingkup Bagian Kesejahteraan pelayanan 

dasar Sesuai Dengan Peraturan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Tidak Terjadi 

Kesalahan Dalam Pelaksanaan Tugas; 

d.  Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bagian Kesejahteraan 

pelayanan dasar sesuai  dengan  peraturan  dan  prosedur  yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. Menyusun   rumusan   kebijakan   di   bidang   Kesehatan dan sos ia l  ser ta  

pendidikan,  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f. Mengkoordinasikan penyusunan  program  dan  petunjuk  pelaksanaan  di bidang 

kesejahteraan pelayanan dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan  koordinasi  pembinaan  dan  fasilitasi  di  bidang  kese jahteraan 

pe layanan dasar  dengan SKPD  dan instansi teknis terkait sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan di bidang kesejahteraan pelayanan 

dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. Mengkoordinasikan    pelaksanaan         monitoring,    evaluasi    dan    pelaporan 

pelaksanaan bantuan di  bidang  kesejahteraan pelayanan dasar  sesuai dengan  

prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas; 

j. Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  bagian  kesejahteraan 

pelayanan dasar dengan cara membandingkan antara  rencana operasional 

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; 

k. Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  bagian  kese jahteraan pe layanan 

dasar  sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
11. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial 

 

Sub Bagian Kesehatan dan sosial pada Bagian kesejahteraan pelayanan dasar Biro 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat   Provinsi   Maluku   mempunyai   tugas   menyusun   

bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan pembinaan, bahan petunjuk pelaksanaan 

serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang 
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Kesehatan dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun  rencana     kegiatan  Sub  Bagian  K e s e h a t a n  d a n  s o s i a l   

berdasarkan  rencana operasional bagian  ke se ja h t e ra a n  p e la ya n a n  d a sa r  

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesehatan dan 

sosial; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kesehatan dan 

sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kesehatan dan social sesuai 

Prosedur dan Peraturan yang berlaku  agar terhindar dari kesalahan; 

e. Menyusun bahan perumusan kebijakan Sub Bagian K e s e h a t a n  d a n  s o s i a l    

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas ; 

f.  Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja di lingkup Biro maupun Instansi 
 

terkait  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  di  Sub  Bagian  Kesehatan dan 

social sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di  Sub  Bagian  Kesehatan dan 

sosial  sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun  data,  informasi  dan  dokumentasi  di  Sub  Bagian  Kesehatan dan 

sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

i.  Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  Kesehatan 

dan social dengan cara mengidentifikasi  hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesehatan dan sosial sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang ; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 
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12. Sub Bagian Pendidikan 
 

Sub Bagian Pendidikan pada Bagian kesejahteraan pelayanan dasar Biro 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat   Provinsi   Maluku   mempunyai   tugas   menyusun   

bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan pembinaan, bahan petunjuk pelaksanaan 

serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang 

pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 
 

a. Menyusun  rencana     kegiatan  Sub  Bagian  Pendidikan  berdasarkan  rencana 

operasional bagian  k e s e j a h t e ra a n  p e l a ya n a n  d a sa r  sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendidikan; 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Pendidikan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Pendidikan sesuai Prosedur 

dan Peraturan yang berlaku  agar terhindar dari kesalahan; 

e. Menyusun bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Pendidikan   sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; 

f.  Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja di lingkup Biro maupun Instansi 
 

terkait  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  di  Sub  Bagian  Pendidikan  

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan  bahan  pembinaan  dan  fasilitasi  di  Sub  Bagian  Pendidikan  sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun  data,  informasi  dan  dokumentasi  di  Sub  Bagian  Pendidikan  sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

i.  Mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan  di  lingkup  Sub  Bagian  Pendidikan 

dengan cara mengidentifikasi  hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja 

di masa mendatang; 

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendidikan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang ; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 
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  d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat 
 

 Struktural 
 

a)  Jumlah Pegawai Pada Biro Kesra, Kualifikasi pendidikasn 
 

 
 

Jumlah Pegawai 

Kualifikasi Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 

24 - 4 12 1 - - 7 - - 

 
 

b)  Jumlah Pegawai Biro kesra Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 

Jumlah 
Pegawai 

Pangkat Golongan Ruang 

IV/ 
e 

IV/ 
d 

IV 
/c 

IV 
/b 

IV 
/a 

III 
/d 

III 
/c 

III 
/b 

III 
/a 

II 
/d 

II 
/c 

II 
/b 

II 
/a 

I/d I/c I/b I/a 

24 - - 1 1 2 8 4 3 1 1 2 1      

 

c)  Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan Struktural 
 

Jumlah 
Pegawai 

Esselon 

Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IV b 

12 - - 1 3 8 - - 

 
 

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi agar Efektif, efisien dan 

akuntabel Biro Kesra Berpedoman pada dokumen Perencanaan yang terdapat pada : 

RPJMD 2019-2024; 

1. Renstra Biro Kesra 2019-2024; 
 

2. PK 2021  yang  di  jabarkan  dalam  dokumen  pelaksanaan  Anggaran  Biro  Kesra 
 

Setda Maluku Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya



21 
 

C. Maksud dan Tujuan 
 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 

menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 

Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen untuk 

selalu  membuka  diri  atas  setiap  informasi  program/kegiatan  yang  dilaksanakan. 

Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 merupakan 

salah satu komitmen terhadap pemberantasan KKN dalam mewujudkan Pemerintahan 

Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa dan legitimate serta bertanggungjawab. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 

Maluku Tahun 2021 adalah : 

a. Maksud 
 

Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, untuk memberikan 

gambaran  kepada  Gubernur  Maluku  beserta  Perangkat  Daerah  lainnya  dan 

Instansi Penilai Kinerja tentang capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 

Maluku yang telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang 

didalamnnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan 

serta upaya penanggulangannya 

b. Tujuan 
 

a) Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur Maluku 

atas kinerja yang telah dicapai. 

b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

D. Isu-isu strategis 
 

Isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro 
 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku antara lain: 
 

1. Pandemi  virus  covid-19  sangat  berpengaruh  pada  terlaksananya  program  dan 

kegiatan pada Biro Kesra Setda Maluku tahun anggaran 2021 sehingga berpengaruh 

pada realisasi anggaran. 

2. Belum  terpenuhinya  Standar  Pelayanan  Minimal  dibidang  kesejahteraan  rakyat 

dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

3. Masih  terjadinya  tumpang  tindih  tugas  pokok  dan  fungsi  antar  OPD,  sehingga 

terjadi ketimpangan dalam penanganan masalah/program dan kegiatan. 

4. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar satuan kerja, sehingga akurasi data 
 

dan informasi kurang memadai.
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5. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  memadai,  sehingga  kinerja 

pegawai kurang maksimal. 

 
E.   Landasan hukum 

 

a. Undang-undang  Nomor  61  Tahun  1958  tentang  Penetapan  Undang-undang 

Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 

Tingkat I Provinsi Maluku, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1646) 

b. Undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

c. Undang-undang   nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan   Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

d.     Undang-undang   nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem   Perencanaan 
 

Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesai  Tahun  2004 
 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 441) 
 

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua 

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) 

g.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 
 

h.     Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
 

Pemerintah;
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i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 

Pemerintah 

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

l. Peraturan  Menteri  Dalam  negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara 

Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

m. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku 

n.     Peraturan   Gubernur   Nomor   18   Tahun   2016   tentang   struktur   Organisasi 
 

Perangkat Daerah 
 

o. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku 

 
F.  Sistimatika Penyusunan 

 

Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021, berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. 

Sistimatika Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Setda Maluku Tahun 2021,  sebagai 

berikut : 

Bab I, Pendahuluan, berisikan tentang   gambaran umum, tugas pokok dan fungsi 

serta   susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, maksud dan 

tujuan, serta sistimatika penyusunan LKIP Biro  Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 

Tahun 2021.
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Bab II, Perencanaan Kinerja, yang berisikan tentang muatan Rencana Strategik dan 
 

Perencanaan  Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 
 

Bab III, Akuntabilitas Kinerja, yang berisikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja 

sasaran dari program dan kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2021. 

Bab IV, Penutup, memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Kesejahteraan 

Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang 

dicapai. 

Lampiran–Lampiran   :   memuat   dokumen   pendukung   Laporan   Kinerja   Biro 
 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021.
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BAB    II  

PERENCANAAN KINERJA 
 
A.  Rencana Strategis 

 

Dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana 

Strategis sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah   (SKPD) 

untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. 

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis 

setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yaitu cara pencapaian tujuan 

dan sasaran. 

Penyusunan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 

berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Maluku Tahun 2019 – 2024, Rencana Strategis berproses dan berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun secara sistimatis dan berkesinambungan 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan 

dalam pelaksanaannya. 

a. Visi dan Misi 
 

Visi merupakan pandangan tentang masa yang akan datang tentang kemana 

dan bagaimana instansi pemerintah harus bekerja dan berkarya agar konsistensi dan 

dapat eksis, inovatif, dan produktif didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Visi juga 

dapat digambarkan sebagai gambaran masa depan yang memuat   cita-cita yang 

ingin dicapai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024, yaitu: 
 

“Maluku  Yang Terkelola  Secara Jujur,  Bersih  Dan  Melayani, Terjamin 
 

Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” 
 

Untuk menuju pencapaian Visi tersebut, Misi pembangunan daerah Provinsi 
 

Maluku periode Tahun 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut: 
 

1.   Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani; 
 

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi   yang ingin dicapai, baik 

berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi 

pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.
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2.   Meningkatkan    Kualitas    Pendidikan    Dan    Kesehatan,    Murah    Dan 
 

Terjangkau; 
 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun 

murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola 

penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh 

wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka 

ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara 

merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan 

dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan 

memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan 

masyarakat 

3.   Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan; 
 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan 

Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan 

seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, 

peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil 

dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi 

perubahan iklim dan mitigasi bencana 

4.   Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau; 
 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus 

pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur 

wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku; 

5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata; 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara 

berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling 

mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen 

masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri 

orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat 

memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya 

pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta 

khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.
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6.   Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan 
 

Berprestasi. 
 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi 

muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan 

sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan 

pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi 

seluruh  kelompok masyarakat termasuk  kelompok rentan dengan prinsip  tujuan 

pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (no one left behind). 

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi 

Maluku Tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku secara fungsi bergerak 

dalam upaya pencapaian Visi melalui Misi II, V dan VI.  Untuk mewujudkan Misi II, V dan 

VI Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tersebut diatas, maka   Biro 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku melaksanakan misi II, V dan VI yang 

diimplementasikan dengan: 

a)  Memfasilitasi pendidikan tinggi berupa beasiswa 
 

b)  Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
 

c) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait, baik dengan  

instansi Pemerintah  maupun  dengan  lembaga-lembaga keagamaan,Tokoh 

Agama, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha, LSM/LSOM, Yayasan dan Panti Asuhan. 

d)  Memfasilitasi kegiatan dibidang keagamaan 
 

e)  Memfasilitasi kegiatan dibidang sosial kemasyarakatan 
 

f)   Memfasilitasi perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja 
 

g)  Melaksanakan penyusunan data base terkait dengan pembangunan/rehabilitasi 

sarana/prasarana peribadatan, Yayasan sosial, panti asuhan, taman pengajian, 

dan sekolah minggu sesuai kebutuhan. 

h)  Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien 
 
 

   b. Tujuan dan Sasaran 

a.  Tujuan 

1.  Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah. 
 

2.  Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata 
 

3.  Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah
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4.  Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis 
, 

5.  Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai budaya 

lokal dan daerah. 

6. Meningkatkan kompetensi SDM dan koordinasi dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang 

Sosial, budaya, ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

 
b. Sasaran 

 

1.  Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama perguruan 

tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi. 

2.  Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat 
 

3.  Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat 
 

4.  Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan  

5.  Meningkatnya rasa aman dan damai dalam masyarakat 
 

6.  Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai nasionalisme 
 

7. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan 

transmigrasi. 
 

     c. Strategi 
 

1. Memantapkan pelayanan dalam bidang Sosil,budaya, ketenagakerjaan dan 

trasmigrasi. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
 

 

           d. Kebijakan 
 

“Meningkatkan   dan   mengoptimalkan   pelayanan   kepada   masyarakat   melalui 

kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan untuk 

menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa”. 

 
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 merupakan 

proses penetapan kinerja Tahun 2021 beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya 

yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2020.
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No. Tujuan Sasaran    

1 Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan 
merata diseluruh wilayah. 

Tersedianya    akses    pemenuhan    kebutuhan 
pendidikan   terutama   perguruan   tinggi   bagi 
masyarakat miskin dan berprestasi. 

   

    2 Mewujudkan    pelayanan    kesehatan    yang 
bermutu dan merata 

Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap 
lingkungan bersih dan sehat 
 

   

3 Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan 
daerah 

Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat    

4 Meningkatkan  kerukunan  antar  masyarakat 
yang damai dan harmonis 

Meningkatnya pemahaman dan 
pengamalan nilai-nilai keagamaan  

   

5 Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan 
pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah 

1.  Meningkatnya rasa aman dan damai dalam 
masyarakat. 

2.  Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai 
Nasionalisme 

   

6 Meningkatkan      kompetensi      SDM      dan 
koordinasi       dalam       merumuskan       dan 
mengimplementasikan                       kebijakan 
penyelenggaraan      pembangunan      bidang 
sosial,      budaya,      ketenagakerjaan      dan 
transmigrasi. 

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi 

   

 

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Kinerja Biro Kesejahteraan   Rakyat Setda 

Maluku Tahun 2021, sebagai berikut : 
 

 

Tabel 2.1 
Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 
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Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 
 

 
 

 

 

NO 

 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 

 

Target 

1. Tersedianya akses pemenuhan 

kebutuhan Pendidikan terutama 

perguruan tinggi bagi masyarakat 

miskin dan berprestasi 

Jumlah Mahasiswa miskin dan 

berprestasi yang difasilitasi 

bantuan beasiswa 

159 Orang 

2. Terwujudnya kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan 

bersih dan sehat 

Jumlah Peserta penyuluhan 

yang peduli Pentingnya 

lingkungan sehat 

300 orang 

  3. Meningkatnya kemampuan 
pangan masyarakat 

Jumlah Realisasi bantuan 
hewan kurban sesuai target 

134 ekor 

4. Meningkatnya pemahaman dan 
pengamalan nilai-nilai 
Keagamaan 

Jumlah kegiatan keagamaan 
yang terfasilitasi dengan baik 

3 Kegiatan 

5. Meningkatnya rasa aman 
dan damai dalam 
masyarakat 

Jumlah peserta kegiatan 
yang peduli pentingnya 
kantrantibmas 

70 orang 

6. Meningkatnya pemahaman dan 
pengamalan nilai-nilai 
Nasionalisme 

Persentase kegiatan hari-hari 
besar daerah yang terfasilitasi 
dengan baik 

100 % 

7. Meningkatnya pemahaman 
tentang peraturan 
ketenagakerjaan dan 
transmigrasi. 

Jumlah peserta sosialisai yang 
memahami peraturan 
Ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

200 orang 
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Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 
2021, sebagai berikut 

 
Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
 

 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Tersedianya akses 
pemenuhan kebutuhan 
terutama perguruan tinggi 
bagi   masyarakat   miskin 
dan berprestasi 

Jumlah   Mashasiswa   miskin 
dan berprestasi yang di 
fasilitasi bantuan beasiswa 

 
 

 
159 orang 

2 Terwujudnya     kepedulian 
masyarakat          terhadap 
lingkungan     bersih     dan 
sehat 

Jumlah   peserta   penyuluhan 
yang       peduli       pentingnya 
lingkungan sehat 

 
 

300 orang 

  3 Meningkatkan kemampuan 
pangan masyarakat 

Jumlah     Realisasi     bantuan 
hewan kurban sesuai target 

 

134 ekor 

4 Meningkatkan pemahaman 
dan pengalaman nilai-nilai 
keagamaan 

Jumlah  kegiatan  keagamaan 
yang terfasilitasi dengan baik 

3 kegiatan 

5 Meningkatnya rasa aman 
dan damai dalam 
masyarakat 

Jumlah   peserta  keg ia tan  
yang pedu l i  pen t ingnya 
kan t ran t ibmas 

 

 
 

70 orang 

6 Meningkatkan pemahaman 
dan pengamalan nilai-nilai 
Nasionalisme 

Presentase kegiatan hari-hari 
besar daerah yang terfasilitasi 
dengan baik 

 

100% 

7 Meningkatkan pemahaman 
tentang peraturan 
ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

Jumlah peserta sosialisasi 
yang memahami peraturan 
tentang ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

 
 

200 orang 
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
A. Capaian Kinerja 

 

Pengukuran Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 
 

2021 dilakukan pada saat berakhirnya tahun anggaran yaitu dengan cara 

membandingkan realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Indikator 

Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja Biro Kesejahteraan 

Rakyat  Setda  Maluku  Tahun  2021.  Setelah dilakukan  perhitungan  akan  diketahui 

selisih atau celah kinerja, dan selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan 

kinerja dimasa yang akan datang. 

Guna mempermudah interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Biro 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja 

yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas 
 

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 
 
 

Tabel 3.1. 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 <90 Sangat Memuaskan 

2 <80 – 90 Memuaskan 

3 <70 – 80 Sangat Baik 

4 <60 – 70 Baik 

5 <50 – 60 Cukup 

6 <30-50 Kurang 

7 <0-30 Sangat Kurang 

 
 

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah dicapai oleh Biro 

Kesejahteraan  Rakyat  Setda  Maluku  pada Tahun  2021  dapat  dijabarkan  sebagai 

berikut :
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No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

    

1 Jumlah     mahasiswa 
miskin                  dan 
berprestasi         yang 
difasilitasi      bantuan 
beasiswa 

 

 
 

157 

 

 
 

159 

 

 
 

200 

    

 

 

 

SASARAN 1 

Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan 
pendidikan terutama perguruan tinggi bagi 
masyarakat miskin dan berprestasi.

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas dan merata diseluruh wilayah”     guna mencapai Misi ke – 2 yaitu 

“Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau”, yang 

diimplementasikan dengan kegiatan “Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan 

Rakyat Pelayanan Dasar”, dan Sub kegiatan “Fasilitasi, koordinasi,sinkronisasi, 

evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan”, 

berupa penyaluran beasiswa kepada mahasiswa/wi miskin dan berprestasi. 

Hasil pengukuran Sasaran Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan 

terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi. 

dapat dilihat pada table berikut. 
 

Tabel 3.2 
Capaian “Sasaran Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan 

terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi “ 
Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1 Jumlah mahasiswa miskin dan 
berprestasi    yang    difasilitasi 
bantuan beasiswa 

 
 

159 

 
 

159 

 
 

100 % 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 159 159 100% 

 

Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 

Antara Tahun 2020 dan Tahun 2021 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 
Real. 

Kinerja 
Cap. 

Kinerja 
Real. 

Kinerja 
Cap. 

Kinerj
a 1 Jumlah       mahasiswa 

miskin dan berprestasi 
yang             difasilitasi 
bantuan beasiswa 

 

 
 

157 

 

 
 

98,7 % 

 

 
 

159 

 

 
 

100 % 

Tabel 3.4 
Perbandingan Realisasi Indikator  Sasaran 1 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 
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Keberhasilan       pencapaian   kinerja   dari   “Jumlah   mahasiswa   miskin   dan 

berprestasi yang difasilitasi bantuan beasiswa” karena ditunjang dengan 

ketersediaan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penyaluran  beasiswa  (by  name  by 

address) sesuai jumlah mahasiswa yang difasilitasi beasiswa. 

Sasaran strategis “Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama 

perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi”, ditunjang oleh  Program  

Kesejahteraan Rakyat, dengan  kegiatan “Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan 

Rakyat Pelayanan Dasar”, dan Sub kegiatan “Fasilitasi, koordinasi,sinkronisasi, 

evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan”.  

Output  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  “Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan 

Rakyat Pelayanan Dasar”, dan Sub kegiatan “Fasilitasi, koordinasi,sinkronisasi, 

evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan 

adalah berupa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa S1 119 orang, S2 Output  yang  

dihasilkan  dari  kegiatan  “Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 

Pelayanan Dasar”, dan Sub kegiatan “Fasilitasi, koordinasi,sinkronisasi, evaluasi 

dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan adalah 

berupa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa S1 119 orang, S2 23 orang, S3 16 orang  

dan 1 orang Profesor. 

  

Tabel 3.5 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan dengan Sasaran “Tersedianya akses 

pemenuhan kebutuhan pendidikan terutama perguruan tinggi bagi masyarakat 
miskin dan berprestasi” 

 
No. Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Anggaran 

( Rp. ) 
Realisasi 

( Rp. ) 
% 

1. Program Kesejahteraan 
Rakyat 
Pelayanan Pendidikan 

 

5.842.632.682 
 

5.446.255.734 
93 

1. Kegiatan Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar 
Sub Kegiatan Fasilitasi, 
koordinasi, sinkronisasi, 
evaluasi dan capaian 
kinerja kebijakan 
kesejahteraan rakyat 
bidang pendidikan 
 

 

5.842.632.682 
 

5.446.255.734 
93 

 

 Total 
 

5.842.632.682 
 

5.446.255.734 
93 
 

  

Jika dilihat dari data realisasi diatas dan dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran maka   

dapat disimpulkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku telah melakukan 
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efesiensi anggaran sebesar Rp.369.992.252 atau 6,33 %. Efesiensi ini diperoleh dari 

Kegiatan Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar 

Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan 

kesejahteraan rakyat bidang pendidikan. 

 

 
 

SASARAN 2                     
Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap 
lingkungan bersih dan sehat 

 

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan merata”,    guna mencapai Misi      ke – 2 yaitu “Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau”, yang diimplementasikan dengan 

kegiatan  “Kegiatan Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar Sub 

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan 

kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan”, berupa sosialisasi menciptakan lingkungan 

bersih dan sehat.Hasil   pengukuran   Sasaran   Terwujudnya   kepedulian   masyarakat   

terhadap lingkungan bersih dan sehat, dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel  3.6 
Capaian Sasaran Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 

bersih dan sehat 
Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1 Jumlah peserta penyuluhan 
yang peduli pentingnya 
lingkungan sehat. 

 
300 

 
300 

 
100 % 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 300 300 100 % 

 

Tabel 3.7 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2  

AntaraTahun 2020 dan Tahun 2021 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 
Real. 

Kinerja 
Cap

. 
Kinerj

a 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Jumlah peserta 
penyuluhan yang peduli 
pentingnya hidup sehat. 

 
150 

 
100 % 

 
300 

 
300 
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Tabel 3.8 
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1 Jumlah peserta 
penyuluhan yang 
peduli pentingnya 
hidup sehat. 

 
 

150 

 
 

300 

 
 

600 

Keberhasilan  pencapaian kinerja dari “Jumlah peserta penyuluhan yang peduli 

pentingnya hidup sehat” karena ditunjang dengan adanya kesadaran masyarakat 

dalam mengikuti penyuluhan menciptakan lingkungan sehat. Sasaran strategis 

“Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat”, 

ditunjang oleh Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan “Fasilitasi 

pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, Sub Kegiatan Fasilitasi, 

koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat 

bidang Kesehatan”Output yang dihasilkan dari kegiatan “Kegiatan Fasilitasi 

pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, Sub Kegiatan Fasilitasi, 

koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat 

bidang Kesehatan adalah berupa pemberian penyuluhan tentang lingkungan sehat 

kepada 300 orang peserta di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten 

Seram Bagian Barat. 

Table dibawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran  Program dan Kegiatan 

penunjang Sasaran 2, sebagai berikut: 

Tabel 3.9 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran “Terwujudnya 

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat” 
No. Program/Kegiatan Anggaran 

( Rp. ) 
Realisasi 

( Rp. ) 
% 

1 Program 
Kesejahteraan Rakyat 

 
446.006.552 

 
404.115.352 

 
90,61 

1 Kegiatan Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar  
Sub Kegiatan Fasilitasi, 
koordinasi, sinkronisasi, 
evaluasi dan capaian 
kinerja kebijakan 
kesejahteraan rakyat 
bidang Kesehatan 

 
446.006.552 

 
404.115.352 

 
90,61 

 Total 446.006.552 404.115.352 90,61 
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Jika dilihat dari data realisasi diatas dan dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 

maka   dapat disimpulkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku telah 

melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.41.891.200 atau 9,39 %. Efesiensi ini diperoleh 

dari Kegiatan Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, Sub 

Kegiatan Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan 

kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan . 

 
 

      SASARAN 3                     Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat 
 

 
 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan kemampuan 

ketahanan pangan daerah”,  guna mencapai Misi ke –3 yaitu “Pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan”, yang diimplementasikan dengan 

kegiatan “Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, sub kegiatan  Fasilitasi 

kelembagaan bina spiritual”, berupa penyaluran hewan kurban kepada yang 

berhak menerimanya. 

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat, 
dapat dilihat pada table berikut. 

 
Tabel 3.10 

Capaian Sasaran Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat 
Tahun 2021 

 
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

( % ) 

1 Jumlah       realisasi      hewan 
bantuan hewan qurban sesuai 
Target 

 
134 

 
134 

 
100 % 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 134 134 100 % 

 

Tabel 3.11 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Antara Tahun 

2020 dan Tahun 2021 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerj
a 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Jumlah           realisasi 
hewan bantuan hewan 
qurban sesuai target 

 
140 

 
100 % 

 
134 

 
100 % 
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Tabel 3.12 
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1 Jumlah          realisasi 
hewan           bantuan 
hewan qurban sesuai 
target 

 
 

140 

 
 

134 

 
 

200 

 

Keberhasilan   pencapaian kinerja dari “Jumlah realisasi hewan bantuan hewan 

qurban sesuai target” karena ditunjang dengan ketersediaan data yang dibutuhkan 

dalam  penyaluran  bantuan  hewan  kurban  (by  name  by  address)  sesuai  jumlah 

hewan kurban yang tersedia. 

Sasaran strategis “Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat,” ditunjang 

oleh Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan “Fasilitasi Pembinaan 

Mental Spiritual, sub kegiatan Fasilitasi kelembagaan bina spiritual”. 

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, sub 

kegiatan Fasilitasi kelembagaan bina spiritual”, berupa penyaluran hewan kurban 

sebanyak 8 2  ekor sapi dan 5 2  ekor kambing bagi masyarakat miskin. 

Tabel 3.13 

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya 
kemampuan pangan masyarakat” 

 
 

No. 
 

Program/Kegiatan 
Anggaran 

( Rp. ) 
Realisasi 

( Rp. ) 

 

% 

 Program Kesejahteraan 
Rakyat 

 

1.625.395.633 
 

1.600.415.633 
 

98,46 

1 Kegiatan Fasilitasi 
Pembinaan Mental 
Spiritual 
Sub kegiatan Fasilitasi 
kelembagaan bina 
spiritual 
 

 

1.625.395.633 
 

1.600.415.633 
 

98,46 

 Total 
 

1.625.395.633 
 

1.600.415.633 
 

98,46 

 

Jika dilihat dari data realisasi anggaran diatas dan dibandingkan dengan capaian kinerja 

sasaran yang mencapai 100%, maka   dapat disimpulkan bahwa Biro Kesejahteraan 

Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.24.980.000,- atau 1,54 % 

dari total anggaran penunjang yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 



51 
 

    SASARAN 4                     
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan 

                                      
         nilai-nilai keagamaan 

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan kerukunan antar 

masyarakat yang damai dan harmonis”, guna mencapai Misi ke – 5 yaitu 

“Meningkatkan suasana kondusip untuk investasi, budaya dan pariwisata”, yang 

diimplementasikan dengan kegiatan “Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat 

pelayanan dasar, sub kegiatan Fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan capaian kinerja 

kebijakan kesejahteraan rakyat bidang social, berupa Safari Ramadhan. 

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai- 

nilai keagamaan,  dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 3.14 
Capaian Sasaran Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 

keagamaan Tahun 2021 
 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1 Jumlah  kegiatan  keagamaan 
yang terfasilitasi dengan baik 

3 1 43,28 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 3 1 43,28 

Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 Antara Tahun 

2020 dan Tahun 2021 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Jumlah kegiatan keagamaan 
yang terfasilitasi dengan baik 

 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

Tabel 3.16 
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1 Jumlah kegiatan keagamaan 
yang terfasilitasi dengan baik 

 

0 
 

1 
 

3 

 
 

Kegagalan   pencapaian   kinerja   dari   “Jumlah   kegiatan   keagamaan   yang 

terfasilitasi dengan baik” karena terjadinya pandemi COVID-19 yang sedang melanda 

seluruh dunia, sehingga kegiatan keagamaan tersebut hanya dapat dilaksanakan 1 

kegiatan. 

Tabel dibawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran  Program dan Kegiatan 

penunjang Sasaran 4, sebagai berikut. 
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Tabel 3.17 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan” 
No. Program/Kegiatan Anggaran 

( Rp. ) 
Realisasi 

( Rp. ) 
% 

 Program 
Kesejahteraan 
Rakyat 

 
551.357.157 

 
238.627.930 

 
43,28 

1 Kegiatan Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar 
Sub kegiatan  Fasilitasi, 
koordinasi, sinkronisasi, 
evaluasi dan capaian 
kinerja kebijakan 
kesejahteraan rakyat 
bidang social 

 
551.357.157 

 
238.627.930 

 
43,28 

 Total  
551.357.157 

 
238.627.930 

 
43,28 

 

Jika dilihat dari data realisasi diatas dan dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan  pada sasaran 

4 tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terjadinya 

wabah COVID-19. 

 

 

         SASARAN 5                  
Meningkatnya rasa aman dan damai  

                                                
dalam masyarakat 

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan pemahaman, 

pengamalan  dan  pelestarian  nilai-nilai  budaya  local  dan  daerah”,       guna 

mencapai Misi ke – 5 yaitu “Meningkatkan suasana kondusip  untuk investasi, 

budaya dan pariwisata”. 

Sasaran 5 ini diimplementasikan dengan kegiatan “Fasilitasi pengembangan 

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, sub kegiatan Koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, 

kebudayaan dan pariwisata, berupa Dialog Publik bersama Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan di Provinsi Maluku, namun karena 

Pandemik Covid-19, anggaran kegiatan ini disetor ke Kas Daerah. 

 
 
 

    SASARAN 6                     
Meningkatnya     pemahaman     dan     nilai-nilai 

                                               
 nasionalisme 

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan pemahaman, 

pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah”, guna mencapai Misi 
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ke – 5 yaitu “Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan 

pariwisata” 

Hasil pengukuran Sasaran terwujudnya Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai 

nasionalisme, dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.18 
 

Capaian Sasaran Meningkatnya pemahaman dan nilai-nilai nasionalisme 
Tahun 2021 

 

No. 
 

Indikator Kinerja 
 

Target 
 

Realisasi 
Capaian 

( % ) 

1 Prosentase kegiatan hari-hari 
besar daerah yang terfasilitasi 
dengan baik 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 3.19 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 Antara Tahun 

2020 dan Tahun 2021 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Prosentase kegiatan 
hari-hari besar daerah 
yang terfasilitasi dengan 
baik 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 

Tabel 3.20 
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

Target 
2024 

1 Prosentase kegiatan 
hari-hari besar daerah 
yang terfasilitasi 
dengan baik 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

Keberhasilan     pencapaian  kinerja  dari  “Prosentase  kegiatan  hari-hari  besar 

daerah yang terfasilitasi dengan baik” karena ditunjang dengan pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya nilai-nilai kepahlawanan dan jasa-jasa 

para pahlawan yang telah berjuang untuk melawan penjajahan di bumi raja-raja 

Provinsi Maluku. 
 
Output yang dihasilkan dari kegiatan “Fasilitasi Keprotokolan, sub kegiatan Fasilitasi 

dan koordinasi pelaksanaan acara”, berupa pelaksanaan kegiatan Hari-Hari Pahlawan 

Nasional dan Daerah (Pertingatan HUT Provinsi Maluku, Hari Martha Christina Tijahahu). 

Table dibawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran  Program dan Kegiatan 

penunjang Sasaran 6, sebagai berikut. 
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Tabel 3.21 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya 

pemahaman dan nilai-nilai nasionalisme” 
 

No. Program/Kegiatan Anggaran 
( Rp. ) 

Realisasi 
( Rp. ) 

% 

 Program 
Penunjang urusan 
pemerintah daerah 
provinsi 

 
914.776.932,- 

 
768.271.932 

 
84 

1 Kegiatan Fasilitasi 
keprotokolan Sub 
kegiatan Fasilitasi dan 
koordinasi pelaksanaan 
acara 

 
914.776.932,- 

 
768.271.932 

 
84 

Jika dilihat dari data realisasi diatas dan dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 

maka   dapat disimpulkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku telah 

melaksanakan program/kegiatan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni 100 

%, walaupun anggarannya tidak terserap 100 %, hal ini disebabkan HUT Pahlawan 

Pattimura yang direncanakan di gelar di Saparua kabupaten Maluku Tengah, namun 

dilaksanakan di Ambon, sehingga transportasi Laut berupa sewa kapal tidak terpakai. 

 
 
 
 

   SASARAN 7                     Meningkatnya   pemahaman   tentang   peraturan 
                                               ketenagakerjaan dan transmigrasi 

 

 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatnya kompetensi SDM dan 

koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 

penyelenggaraan pembangunan bidang social, budaya, ketenagakerjaan dan 

transmigrasi”,   guna mencapai Misi ke – 5 yaitu “Meningkatkan suasana kondusif 

untuk investasi, budaya dan pariwisata” 

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya pemahaman tentang peraturan 

ketenagakerjaan dan transmigrasi,  dapat dilihat pada table berikut. 

 
Tabel 3.22 

Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja 
Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
( % ) 

1 Jumlah peserta sosialisai yang 
memahami peraturan  tentang 
Ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

200 200 100 % 

 Rata-Rata Capaian Kinerja 200 200 100 % 
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Tabel 3.23 
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 Antara Tahun 

2020 dan Tahun 2021 
 

 
No. 

 
Indikator Kinerja 

2020 2021 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

Real. 
Kinerja 

Cap. 
Kinerja 

1 Jumlah peserta 
sosialisai yang 
memahami peraturan 
tentang 
Ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

 
 

 
150 

 
 

 
150 

 
 

 
200 

 
 

 
200 

 

Tabel 3.24 
Perbandingan Realisasi Indikator  Sasaran 7 
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Akhir Renstra 

 

No. 
 

Indikator Kinerja 
Realisasi 

2020 
Realisasi 

2021 
Target 
2024 

1 Jumlah peserta 
sosialisai yang 
memahami peraturan 
tentang 
Ketenagakerjaan dan 
transmigrasi 

 
 

 
150 

 
 

 
200 

 
 

 
250 

 

Keberhasilan  pencapaian kinerja dari “Jumlah peserta sosialisai yang memahami 

peraturan  tentang  Ketenagakerjaan dan transmigrasi” karena ditunjang dengan 

adanya kesadaran tenaga kerja untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang peraturan 

ketenagakerjaan. 

Sasaran  strategis  “Meningkatnya  pemahaman  tentang peraturan ketenagakerjaan 

dan transmigrasi”, ditunjang oleh Program Penunjang urusan pemerintahan daerah 

provinsi dengan kegiatan “Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan 

rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,  

pengendalian penduduk da keluarga berencana, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja. 

Sosialisasi       Berbagai Peraturan  Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan”. 

Output  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  “Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 

kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk da keluarga berencana, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja. 

Sosialisasi       Berbagai Peraturan  Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan”,berupa   

kegiatan   sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan kepada 200 orang di    
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Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota 

Ambon. 

Table dibawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran  Program dan Kegiatan 

penunjang Sasaran 7, sebagai berikut. 

Tabel 3.25 
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran “Meningkatnya 

pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan transmigrasi” 
No. Program/Kegiatan Anggaran 

( Rp. ) 
Realisasi 

( Rp. ) 
% 

 Program 
Kesejahteraan Rakyat 

 

608.573.511 
 

574.888.011 
 

94,46 

 Kegiatan Falisitasi 
Pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
non pelayanan dasar. 
Sub Kegiatan Koordinasi 
dan sinkronisasi 
kebijakan kesejahteraan 
rakyat bidang 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak, 
pengendalian penduduk 
da keluarga berencana, 
administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil, 
pemberdayaan 
masyarakat dan desa, 
transmigrasi dan tenaga 
kerja. Sosialisasi       
Berbagai Peraturan  
Pelaksanaan tentang 
Ketenagakerjaan”. 

 
 

608.573.511 

 
 

574.888.011 

 
 

94,46 

  
Total 

 

608.573.511 
 

574.888.011 
 

94,46 

 

Jika dilihat dari data realisasi anggaran diatas dan dibandingkan dengan capaian 

kinerja sasaran yang mencapai 100%, maka   dapat disimpulkan bahwa Biro 

Kesejahteraan Setda Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 

Rp.33.685.500,- atau 5,54 % dari total anggaran penunjang yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 
 



57 
 

 

B. Capaian Keuangan 
 

Adapun analisis Capaian Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 
2021, dapat dilihat pada table berikut ini : 

 
Tabel 3.26 

Realisasi Anggaran 
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2021 

 
 
 
 
 
 

Selanjutnya, akan dijelaskan tentang Capaian Keuangan Program dan Kegiatan 

penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 

Maluku Tahun 2021, pada table berikut ini. 

 
Tabel 3.27 

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang 
Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Biro 

Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku 
 

 

No 
 

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

 

Anggaran 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

 
I 

Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

 
   1.536.084.569 

 
   1.384.314.856 

 
151.769.713 

 
90 

1 Kegiatan: 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan: 
Pendidikan dan 
pelatihan pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi  

 

115.325.000 
 

110.623.488 
 

4.701.512 
 

95,92 

Uraian Anggaran Realisasi % 

Belanja 119.428.526.716 103.144.621.720 86,37 
    

Belanja             Tidak 
Langsung 

62.496.000 62.496.000 100 

Belanja Pegawai 62.496.000 62.496.000 100 
    

Belanja Langsung 119.428.526.716 103.144.621.720 86,37 
Belanja Pegawai 94.314.000 94.314.000 100 

Belanja  Barang  dan 
Jasa 

119.159.812.556 102.875.907.561 86 

Belanja Modal 174.400.160 174.400.159 100 
    

Total 119.428.526.716 103.144.621.720 86,37 
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No 
 

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

 

Anggaran 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

2 Kegiatan: 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan: 
Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 
Penyediaan 
peralatan rumah 
tangga 
 
Penyediaan bahan 
logistic kantor 
 
Penyediaan barang 
cetak dan 
penggandaan 
 
Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 
 

 

 
 
 
 

174.400.160 
 
 
 

4.221.360 
 
 

51.971.217 
 
 

28.459.900 
 
 
 

155.450.000 
 
 
 

 

 
 
 
 

174.400.159 
 
 
 

4.221.360 
 
 

51.971.217 
 
 

28.459.000 
 
 
 

154.886.800 

 

 
 
 
 

1 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

563.200 

 

 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

99,64 

3 Kegiatan: 
Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 
Sub kegiatan: 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
 

Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.800.000 
 
 
 

42.570.000 

 
 
 
 
 
 

4.800.000 
 
 
 

42.570.000 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

4 Kegiatan: 
Pemeliharaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 
Sub kegiatan: 
Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan 
pajak kendaraan 
bermotor perorangan 
dinas atau 
kendaraan dinas 
jabatan 
 
 

 
 
 
 
 
 

39.160.000 

 
 
 
 
 
 

39.160.000 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

100 
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No 
 

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

 

Anggaran 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

5 Kegiatan: 
Pemeliharaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 
Sub kegiatan: 
Pemeliharaan 
peralatan dan mesin 
lainnya 
 

 
 
 
 
 

4.950.000 

 
 
 
 
 

4.950.000 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 

6 Kegiatan: 
Fasilitasi 
keprotokolan 
Sub kegiatan: 
Fasilitasi  dan 
koordinasi 
pelaksanaan acara 
 

 

 
 
 

914.776.932 

 

 
 
 

768.271.932 

 

 
 
 

146.505.000 

 

 
 
 

83,98 

 
II 

Program 
Kesejahteraan 
Rakyat 

 
117.542.442.147 

 
101.740.306.864 

 
 
 
 
 
 
 

 
16.152.135.283 

 
86 

1 Kegiatan: 
Fasilitasi pembinaan 
mental spiritual 
Sub kegiatan: 
Pengelolaan sarana 
dan prasarana 
spiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

108.362.295.714 

 

 
 

 
 

93.425.247.200 

 

 
 

 
 

14.937.048.514 

 

 
 

 
 

86 

      
 Fasilitasi 

kelembagaan 
spiritual 

 

 

1.625.395.633 

 

 

1.600.415.633 

 

 

24.980.000 

 

 

98 

2 Kegiatan: 
Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar 
Sub kegiatan: 
Fasilitasi,koordinasi,s
inkronisasi,evaluasi 
dan capaian kinerja 
kebijakan 
kesehateraan rakyat 
bidang Pendidikan. 
 

 
 
 
 
 
 

  5.842.632.682 

 
 
 
 
 
 

5.442.640.430 

 
 
 
 
 
 

399.992.252 

 
 
 
 
 
 

93 
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No 
 

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

 

Anggaran 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

3 Kegiatan: 
Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar 
Sub kegiatan: 
Fasilitasi,koordinasi,
sinkronisasi,evaluasi 
dan capaian kinerja 
kebijakan 
kesehateraan rakyat 
bidang Kesehatan 

 
 
 
 
 
 

446.006.552 

 
 
 
 
 
 

404.115.352 

 
 
 
 
 
 

41.891.200 

 
 
 
 
 
 

91 

 

4 
Kegiatan: 
Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
pelayanan dasar 
Sub kegiatan: 
Fasilitasi,koordinasi,s
inkronisasi,evaluasi 
dan capaian kinerja 
kebijakan 
kesehateraan rakyat 
bidang social 

 
 
 
 
 
 

551.357.157 

 
 
 
 
 
 

238.627.930 

 
 
 
 
 
 

312.729.227 

 
 
 
 
 
 

43 

5 Kegiatan: 
Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
non pelayanan dasar 
Sub kegiatan: 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
kebijakan 
kesejahteraan rakyat 
bidang kepemudaan, 
olahraga,kebudayaa
n dan pariwisata 

 
 
 
 
 
 

456.180.898 

 
 
 
 
 
 

74.372.308 

 
 
 
 
 
 

381.808.590 

 
 
 
 
 
 

16 
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No 
 

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

 

Anggaran 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

  6 Kegiatan: 
Fasilitasi 
pengembangan 
kesejahteraan rakyat 
non pelayanan dasar 
Sub kegiatan: 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
kebijakan 
kesehateraan rakyat 
bidang 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak,pengendalian 
penduduk dan 
KB,administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan 
sipil,pemberdayaan 
masyarakat dan 
desa, transmigrasi 
dan tenaga kerja. 

 
 
 
 
 
 

608.573.511 

 
 
 
 
 
 

574.888.011 

 
 
 
 
 
 

33.685.500 

 
 
 
 
 
 

94 

 Jumlah keseluruhan 119.428.526.716 103.144.621.720 16.283.904.996 86,37 
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KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SETDA MALUKU, 

 

 
 

Drs. A. H. MUHAMAD, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196507091992031015 

B A B IV 
P E N U T U P 

 
Berdasarkan penjelasan tentang Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat 

Setda  Maluku  Tahun  2021  sebagaimana  terdapat  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka 

secara umum dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil  evaluasi  terhadap  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada 

Tahun 2021, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program  dan  kegiatan 

berjalan  dengan  efisien  dan  efektif  didalam  mewujudkan  sasaran  yang  telah 

ditetapkan, dengan tingkat capaian (target) rata-rata berada pada 86,37%. 

2. Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku selama Tahun 2021 berada dalam 

kategori “Baik”, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi 

pencapaian target, karena beberapa kendala, antara lain : 

Pertama : Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap koordinasi, sehingga 

                       realisasi  keuangan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Kedua : Akurasi     data  dan  informasi     yang  tidak  lengkap  terkait  dengan 

                       kelompok sasaran maupun petunjuk teknis lainnya. 

3.   Terkait  dengan  permasalahan  dan  hambatan  ini  maka  kedepan  perlu  dilakukan 
 

langkah antisipatif, melalui : 
 

Pertama : Pelaksanaan      koordinasi      secara      berkala      dan      transparan, 

  sehingga    pelaksanaan    program    dan    kegiatan    dapat    berjalan 

  sesuai rencana. 

Kedua : Pelaksanaan    program    dan    kegiatan         harus    sesuai    dengan 

                       jadwal  dan  Standar  Operasional  Prosedur  (  SOP  )     yang  telah 

                       ditetapkan 

Ketiga : Perlu    adanya      petunjuk      teknis/TOR       dalam          pelaksanan 

                       program/kegiatan. 

Demikian pokok-pokok Laporan Kinerja Instansi Pemerintah    (LKIP) Biro 

Kesejahteraan   Rakyat   Setda   Maluku   Tahun   2021,   kami   susun   sebagai   bahan 

pertanggung jawaban dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 


